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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

P
ERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 02|

TENTANG

BESARAN INSENTIF BAGI TEN
NON KESEHATAN PA
BERTUGAS MENAN

DA RUMAA 1G1 A KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
GANI P SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH YANG
ENYAKIT INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pandemi penyakit infeksi Coronavirus Disease
2019 (Covid - 19) telah ditetapkan oleh Pemerintah
S?bagai bencana wabah penyakit, dan oleh karena itu
diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua
pihak dalam menanggulanginya, khususnya kesiapan
tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan;

b. bahwa kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang
non kesehatan RSUD Bayu Asih yang bertugas langsung
dalam kegiatan pencegahan atau penanggulangan
penyakit infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas
curahan tenaga, serta resiko kerja yang dapat
membahayakan kesehatan dan jiwa;

c. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam
pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, perlu menetapkan besaran insentif yang dapat
diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga
penunjang non kesehatan yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif
Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
Yang Menangani Penyakit Infeksi Coronavirus Disease

2019 (Covid - 19).
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Mengingat : 1.
Indonesia Tahun 1945;




Undang.-
g-Un
Pembentnggng Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Lin Daerah-Daerah  Kabupaten ~ Dalam
Reflll(ll)ll‘i]kga?nd pmp.mSi Djawa Barat (Berita Negara
diubah dep onesia Tahun 1950), sebagaimana telah
tentang pgan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
Kabupaten eén bentukan Kabupaten Purwakarta dan
Nomor 14 Tubang Dengan Mengubah Undang-Undang
Daerah Kabahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Barat (Lembupaterl Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Nomor 33 ar.?,n Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Indonesia I‘I’Omo?-rgga;iin Lembaran Negara Republik

Undang'Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

gzll:llyaldt Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
R un 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggmangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum




Menetapkan

10.

12,

13.

14.

15.

16.

Nomor 171N0gara Republik Indonesia Tahun 2012

y T ¢ :
Indonesija Nomofglstz“g;f‘“ Lembaran Negara Republik

Pel‘aturan P
Pengelolaan
Republik Indo
Lembaran Neg

emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Kegangan Daerah (Lembaran Negara
nesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
ara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perat :
Peny;;an Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Nggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi

Tertentu (Lemp : .
2018 Nomor 34){:“&ln Negara Republik Indonesia Tahun

ffrfi‘atn“ra“ Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Re bg_ Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
publik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
3351 tang. Pt?rcepatan Penanganan Corona Virus Disease

= Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF BAGI
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU
ASIH YANG BERTUGAS MENANGANI PENYAKIT INFEKSI
CORONAVIRUS DISEASE 2019

(1)

(2)

Pasal 1

Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium
yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga
penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya
pencegahan dan/atau penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid - 19) serta diberikan selama
keadaan darurat bencana wabah penyakit Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) berlangsung dan ditetapkan
dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan
di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu



n]e[’nerluk.,1
an o
kesehatap dkewcndng““ untuk melakukan upaya

alam  menuni; d
Penan enunjang  pencegahan an
88ulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

(3) Tena .
tenagg: Pli:s‘g}]{]ang Non Kesehatan adalah petugas di‘ luar
pencegahan data“ yang membantu dalam kegiatan
2019(Co id i pPenanggulangan Coronavirus Disease
vid-19) selama keadaan darurat bencana wabah

Penyakit @ . ! !
berlangsung. oronavirus  Disease 2019  (Covid-19)

Pasal 2

Be ; '

Peliil;?nan '0sentif untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga

seba; ;1 8 Non Kesehatan Pada RSUD Bayu Asih

sesuagli g:)alfua dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan
3 men pelak T

sebagai berikut : Pelaksana anggaran dengan batas tertinggi

a. Tenaga Kesehatan

L. Dokter Spesialis : Rp. 2.500.000,-/org.
2. Dokter Umum : Rp. 1.500.000,-/org.
b. Tenaga Penunjang Non Kesehatan :

1. Infection Prevention Control : Rp. 1.300.000,-/org.
Nurse (IPCN)

2. Kepala Instalasi Rawat Inap  : Rp. 1.300.000,-/org.

3. Tim Verifikator Penanganan ~ : Rp. 2.250.000,-/org.
Penyakit Infeksi Covid-19

4. Petugas Pemulasaraan : Rp. 1.250.000,-/org.
Jenazah

S. Supir Ambulance : Rp. 1.000.000,-/org.

6. Petugas Loundry dan Central : Rp. 1.000.000,-/org.
Sterile Supply Department

(CSSD)
7. Petugas Limbah Medis : Rp. 1.000.000,-/org.
8. Apoteker : Rp. 1.000.000,-/org.
9. Petugas Ahli Teknologi : Rp. 500.000,-/org.
Elektromedik (ATEM)
10. Petugas Rekam Medis : Rp. 500.000,-/org.
11. Asisten Apoteker : Rp. 500.000,-/org.
12. Petugas Generator Oksigen : Rp. 500.000,-/org.
13. Satpam : Rp. 500.000,-/org.
14. Petugas Pekarya (POS) : Rp. 500.000,-/org.
15. Petugas Administrasi : Rp. 500.000,-/org.
Keuangan
16. Petugas Gizi : Rp. 500.000,-/org.

Pasal 3

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan
penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Direktur

RSUD Bayu Asih.




Pasal 4

() Biaya yang (i,

s ul sebagai aki tafdetse ¢ v n
Bupati ip; dibe €bagal akibat ditetapkannya Peratura

bankan | ; T T
Belanj Kepada Anggaran Pendapatan
elanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(2) Su .
L nliet Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1)

termasuk - pembj
i rRa insenti 020 yan
belum dlbayarkan?l N untuk insentif tahun 2 yang

Pasal 5

ggrgalturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

Agar setiap orang
pPengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah Kabu

mengetahuinya, = memerintahkan
Bupati ini dengan penempatannya
paten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwgkar}_a
pada tanggal i0 Mel 201

/(/BUPATI PURWAKARTA,

2 ;Né RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Mei 20|

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

I[YUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 1251



